
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Kriminologi 

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu 

ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.
1
 Beberapa 

rumusan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, antara lain: 

 

Dari segi etimologis istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata yakni crime 

yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut 

pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan 

yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di 

lakukannya. 

 

Kriminologi merupakan suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana yang 

memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab 

dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang 

bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Kriminologi juga suatu 

cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri 

berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crime yang berarti kejahatan dan 

logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk 

berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. 

                                                           
1
Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta , 

2012,hlm.20. 
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Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah 

dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan 

fakta sebab akibat yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi 

sosial terhadap keduanya.
2
 

 

Untuk lebih memperjelas definisi kriminologi lebih jelasnya : 

 

1. Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala   

    kejahatan seluas-luasnya.  

2. Kriminologi Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah  

    manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena  

    kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan  

    manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.  

3. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang  

    bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala  

    kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah  

    keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat  

    terhadap keduanya.  

4. Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat  

    dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara  

    resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota  

    masyarakat.  

                                                           
2
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5. Kriminologi sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku  

     tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan  

     perbuatan tercela itu.
3
 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat melihat penyisipan kata kriminologi 

sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari 

perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi 

bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari 

kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan 

dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak 

dapat dipisahkan,hanya dapat dibedakan. 

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :  

1.  Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis  

      yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum  

       Pidana.  

2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah  

       antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit,  

       yaitu sosiologi dan biologi.  

3.  Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik  

      yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik,  

       ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.
4
 

 

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H. 

Sutherland dan Donal R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi 

                                                           
3
W.M.E Noach, Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81. 

4
W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982, hlm. 82. 
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adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, 

mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses 

pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
5
 

Ragam-ragam Pembagian Kriminologi Bonger:  

(a). Antropologi Kriminal 

(b). Sosiologi Kriminal  

(c). Psychology Kriminal  

(d). psycho dan neuro Kriminal, Penologi.
6
 

 

Kriminologi dapat diartikan sebagai keseluruhan ilmu yang 

berkaitandenganperbuatan jahat serta gejala social. Menggaris bawahi 

“keterkaitan” dari Sutherland, memang kriminologi mempunya keterkaitan erat 

dengan gejala social maupun pembagian ilmu. Ketiganya saling mempengaruhi, 

kriminologi mempengaruhi pembagian ilmu dan begitu juga sebaliknya.Kemudian 

kriminologi mempengaruhi gejala social dan gejala social juga mempengaruhi 

kriminologi. Gejala sosial ini akan saling mengait dengan proses pembuatan 

hukum karena dengan adanya gejala social menimbulkan proses pembuatan 

hukum: gejala social juga saling mempengaruhi dengan pelanggaran hukum. 

Adanya pelanggaran hukum maka terjadi gejala sosial.
7
 

 

Dari sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang 

dapat dikelompokan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari 

faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu: 

                                                           
5
Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan, YLBHI, Jakarta, 198, hlm.3. 

6
Wahyu Muljono, Op. Cit., hlm.31. 
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a. Teori Differential Association : Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku  

     kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang    

     melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses  

     mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan yang sesungguhnya,  

     namun juga motif,doronganm sikap dan rasionalisasi yang nyaman dyang  

     memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori  

     Differential Association Sutherland menegaskan mmengenai kejahatan bahwa : 

 

     1.  Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari. 

     2. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain  

           melalui suatu proses komunikasi. 

     3. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan  

          intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi  

           langsung ditengah pergaulan. 

     4. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan  

           kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar. 

     5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui pengahayatan atas peraturan  

           perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai. 

     6. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan  

           perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya. 

     7.  Assosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekunsi, durasi,prioritas,  

           dan intensitas. 

      8. Proses mempeajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan  

           anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap  

           proses belajar. 
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b. Teori Anomie : Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan     

     dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan  

     moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan  

      norma. 

c. Teori Labeling (Labeling Theory) : Frank Tannenbaum penemu teori label  

    menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan  

    timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku  

     penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.
8
 

d. Teori Psikoanalisa 

    Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan  

    Delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang  

    baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia  

    begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu,  

    dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.
9
 

 

B. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif) dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. 

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. 

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu “Strafbar Feit” 

atau “Delict”. 

 

                                                           
8
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9
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Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan 

seperti yang terwujud in-abstacto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan 

dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang 

hidup di masyarakat secara kongkret.
10

 

 

Untuk mengetahui hal ini maka akan diuraikan pendapat dari beberapa sarjana 

baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun strafbaar feit :  

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa melarang larangan tersebut.
11

Wirjono projodikoro 

menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana.
12

 

 

Menurut R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang 

dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakkukan atau diabaikan, 

maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.
13

 

 

Menurut Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar 

hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertangung jawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat 

dihukum.
14

 

 

                                                           
10

 Tri andrisman, Buku Ajar Hukum Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, 2008, 

hlm. 35. 
11

 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54 
12

Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Erosko, Jakarta, 1981, hlm. 50. 
13

R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, Politae, 

Bogor, 1984, hlm. 4. 
14

Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Pioner jaya, Bandung, 1992, hlm. 127. 
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KUHP menjelaskan tindak pidana digolongkan menjadi kejahatan dan 

pelanggaran. Penggolongan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari 

kejahatan (misdriven), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran 

(over tredingen), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-Undang hanya 

memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan 

arti yang jelas. 

Berdasarkan beberapa pengertian dari sarjan diatas dapat diketahui tindak pidana 

merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana 

ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau 

aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu dapat dikatakan 

sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti : 

a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang. 

b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. 

Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu 

memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan 

hukum.  

d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang 

dilanggar itu mencantumkan sanksinya.
15

 

Berdasarkan syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak 

pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang 
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 J.B.Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Prenballindo, 2001, hlm. 93. 
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melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai 

ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Dilihat dari segi peristilahan kata “korupsi” berasal dari bahasa latin corruption 

atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus. Selanjutnya 

disebutkan bahwa pula corruptio itu berasal dari kata asal corrumpiere, suatu kata 

latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa di Eropa 

seperti Inggris: corruption; corrupt, Perancis: corruption, dan Belanda: corruptie 

(korupsi). Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa belanda. Ini yang 

kemudian diadopsi kedalam bahasa Indonesia “korupsi”.
16

 

 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika 

membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu 

karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, 

jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam 

jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga 

atau golongan dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.
17

 

 

Pengertian yang lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak mematuhi 

prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Dan 

keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan 

timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.Terlepas dari berbagai 

ragam pengertian korupsi di atas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti 
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H.A. Rasyid Noor, Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia, Majalah Varia Peradilan tahun 

XXIV, 2009, hlm. 46. 
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 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm. 9. 
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maupun jenisnya telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yaitu “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang 

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara. 

 

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi dikelompokkan secara singkat menjadi 7 macam. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut :
18

 

 

a. Perbuatan yang Merugikan Negara 

 

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. 

Korupsi jenis ini  telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang 14 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : 

(1)”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah).” 

(2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat  

(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” 
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Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi Buku Saku untuk Memahami 

Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm.9. 
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2) Menyalahgunakan jabatan  untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. 

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi 

pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan 

wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau 

kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, di pidana dengan pidan penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda 

paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah) dan paling banyak 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 

 

 

b. Suap-Menyuap 

 

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau 

hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang bertentangan 15 dengan kewajibannya. Contoh : 

menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang 

memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi : a). Pasal 5 Ayat (1), b). Pasal 5 Ayat (1) huruf b , c). Pasal 5 

Ayat (2), d). Pasal 13 , e). Pasal 12 huruf a, f). Pasal 12 huruf b , g). Pasal 11 ,  

h). Pasal 6 Ayat (1) huruf a , i). Pasal 6 Ayat (1) huruf b , j). Pasal 6 Ayat (2),   

k). Pasal 12 huruf c , l). Pasal 12 huruf d. 
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c. Penyalagunaan Jabatan 

 

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintahan yang dengan 

kekuasaan yang dimiliknya melakukan penggelapan laporan keuangan, 

menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang 

bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan 

negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Selain undang-undang tersebut diatas 

terdapat juga  ketentuan pasal-pasal  lain yang mengatur tentang penyalahgunaan 

jabatan, antara lain: a). Pasal 9 , b). Pasal 10 huruf a , c). Pasal 10 huruf b ,  

d). Pasal 10 huruf c. 

 

d. Pemerasan  

 

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi dua 

yaitu :  

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau 

kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian 

berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu : 

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karenamempunyai 

kekuasaan dan dengan kekuasaannya itumemaksa orang lain untuk 

memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau 

masyarakat dengan  alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian 

dari peraturan atau haknya  padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal 

yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

2) Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang 

lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan 

 

 

Tipe korupsi yang dimaksud dalam hal ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh 

pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, 17 pengawas rekanan TNI / 

Polri, yang  melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang 

dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai 

negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang 

lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. 

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu : a). Pasal 7 Ayat (1) 

huruf a , b). Pasal 7 Ayat (1) huruf b, c). Pasal 7 Ayat (1) huruf c , d). Pasal 7 

Ayat (2),  e). Pasal 12 huruf h. 

 

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan  
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Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa 

yang dibutuhkan oleh  suatu instansi atau perusahaan.Orang atau badan yang 

ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses 

seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan 

dengan bersih dan jujur.Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan 

penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut 

yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai 

peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai 

peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. 

 

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : 

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsungmaupun tidak 

langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau 

persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di 

tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.” 

 

 

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah) 

 

Korupsi jenis ini yaitu pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 

hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, 

pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-

fasilitas lainnya.  
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Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang menentukan : 

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal 

diketahui atau patut di duga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau 

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.” 

 

 

C. Pengertian Peyalahgunaan Wewenang  

Unsur menyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan 

species delict dari unsur melawan hukum sebagai genus delict akan selalu 

berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman 

jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Delik menyalahgunaan kewenangan 

dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menyatakan sebagai 

berikut:   

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, di pidana dengan pidan penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda 

paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah) dan paling banyak 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 

Rumusan tindak pidana korupsi tersebut, harus diartikan sebagai aparatur negara 

atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur, yaitu diangkat oleh pejabat 
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yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan, dan melakukan 

sebagaian daripada tugas negara atau alat-alat perlengkapan pemerintahan negara. 

Sehingga ketentuan makna “menyalahgunakan kewenangan” haruslah artikan 

dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta meskipun swasta juga 

memiliki jabatan.
19

  

Berdasarkan uraian diatas, bila diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi 

yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana disebutkan, akan ditemukan beberapa unsur yaitu : 1. 

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 2.  

Menyalahgunakan Kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan 

atau kedudukan; 3.Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.  

D. Penanggulangan Kejahatan 

Teori Penanggulangan Kejahatan menurut Barda Nawawi Arief adalah 
20

: 

a. Sarana Penal 

Sarana umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana 

“penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana 

(penal) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya 

merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). 

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih 

menitikberatkan pada upaya yang bersifat ”Refresive” atau disebut 
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 Abdul Latif, 2014, Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : 

Kencana, hlm. 41. 
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 Barda Arief Nawawi, 2010, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non 

Penal, Semarang : Pustaka Magiste, hlm.23. 
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Penindasan/pemberantasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana 

terjadi. Selain tu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha 

penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari 

kebijakan penegak hukum (Law Emforcement). 

b. Sarana Non Penal 

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat 

tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah 

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor 

kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi 

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau 

menumbuhsumburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik 

kriminal secara makro dan global , maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi 

kunci strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB 

mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offeders” ditegaskan 

upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya 

kejahatan.
21
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